MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 894 TAHUN 2016

TENTANG

PENGATURAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN TOL
PURWAKARTA - BANDUNG - CILEUNYI (PURBALEUNY]I)
DAN JALAN NASIONAL SADANG — PURWAKARTA — PADALARANG SERTA
PENGATURAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
PADA MASA LIBUR TAHUN BARU 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas
akibat terjadinya pergeseran pada pilar Jembatan Cisomang
yang berada pada Ruas Jalan Tol Purwakarta — Bandung —
Cileunyi (Purbaleunyi), perlu dilakukan pengaturan

operasional kendaraan bermotor;

b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
pada masa Libur Tahun Baru 2017, perlu juga dilakukan

pengaturan operasional kendaraan angkutan barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Pengaturan Operasional Kendaraan
Bermotor di Jalan Tol Purwakarta — Bandung - Cileunyi
(Purbaleunyi) dan Jalan Nasional Sadang - Purwakarta —
Padalarang serta Pengaturan Operasional Kendaraan

Angkutan Barang Pada Masa Libur Tahun Baru 2017;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 132);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014

tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 781 Tahun
2016 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan
Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Natal
Tahun 2016.

. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor SE 41 Tahun 2016 tentang Pengaturan Kendaraan
Yang Melintasi Jembatan Cisomang di Ruas Jalan Tol

Purwakarta — Bandung - Cileunyi (Purbaleunyi);

. Surat Kepala Korps Lalu Lintas POLRI Nomor
B/599/XI1/2016/Korlantas tanggal 28 Desember 2016
tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Barang Pada

Saat Pengamanan Tahun Baru 2017.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGATURAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DI
JALAN TOL PURWAKARTA - BANDUNG - CILEUNYI
(PURBALEUNYI) DAN JALAN NASIONAL SADANG -
PURWAKARTA - PADALARANG SERTA PENGATURAN
OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA
MASA LIBUR TAHUN BARU 2017.

Menetapkan pengaturan operasional kendaraan bermotor di
Jalan Tol Purbaleunyi dan Jalan Nasional Sadang -
Purwakarta — Padalarang yang berlaku mulai Keputusan
Menteri ini1 ditetapkan sampai dengan selesainya perbaikan
Jembatan  Cisomang, serta pengaturan  operasional
kendaraan angkutan barang pada masa Libur Tahun Baru
2O17.



KEDUA

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang
sebagaimana  dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA

diberlakukan sebagai berikut:

a. Mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu tujuan Bandung
dilarang melewati Jalan Tol Purbaleunyi (dari KM 65
sampai dengan KM 116) dan dialihkan ke Jalan Tol
Cikampek ‘kemudian keluar di Gerbang Tol Cikopo
menuju Jalan Nasional Sadang - Purwakarta kemudian
masuk Gerbang Tol Padalarang (KM 121), dan untuk
mobil barang 2 (dua) sumbu serta mobil bus dapat
melewati Jalan Tol Purbaleunyi keluar Gerbang Tol
Jatiluhur (KM 84) menuju Jalan Nasional Sadang -
Purwakarta kemudian masuk Gerbang Tol Padalarang
(KM 121);

b. Khusus untuk kendaraan bermotor dengan kereta
tempelan (trailer/angkutan peti kemas) atau kereta
gandengan tujuan Bandung dilarang melewati jalur
Sadang — Purwakarta — Padalarang dan dialihkan ke Ruas
Jalan Tol Cikopo Palimanan (Cipali) dan keluar di Gerbang
Tol Sumberjaya menuju Jalan Nasional Sumedang -

Bandung;

c. Dari arah Bandung, mobil barang 2 (dua) sumbu atau
lebih termasuk kendaraan bermotor dengan Kkereta
tempelan (trailer/angkutan peti kemas) atau kereta
gandengan serta mobil bus melewati Jalan Tol
Purbaleunyi dan keluar di Gerbang Tol Cikamuning (KM
116) menuju Jalan Arteri Padalarang - Purwakarta
kemudian dapat masuk kembali melalui Gerbang Tol
Jatiluhur (KM 84) menuju Tol Purbaleunyi — Tol Cikampek
Jakarta.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas pada
Tol Purbaleunyi dan Jalan Nasional Sadang — Purwakarta —
Padalarang serta masa liburan Tahun Baru 2017, Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat melakukan manajemen dan
rekayasa lalu lintas melalui pembatasan pengoperasian
kendaraan angkutan barang lebih dari 2 (dua) sumbu kecuali
angkutan BBM dan BBG mulai tanggal 30 Desember 2016
pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 2 Januari 2017
pukul 24.00 WIB pada ruas jalan tol:

a. Cawang Jakarta - Cileunyi (Cawang - Dawuan -
Purbaleunyi);

b. Cawang Jakarta — Brebes Timur (Cawang - Cikarang
Utama - Cikopo — Palimanan — Pejagan — Brebes Timur);

c. Cawang Jakarta — Bogor — Ciawi; dan

d. Khusus angkutan BBM dan BBG yang melintasi Tol
Purbaleunyi mengikuti ketentuan pada DIKTUM KEDUA

butir a dan c.

Terhadap kendaraan angkutan barang dengan sumbu lebih
dari 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA,
yang sudah berada di ruas jalan tol setelah pukul 10.00 WIB
tanggal 30 Desember 2016, tetap diperbolehkan melanjutkan

perjalanan sampai pintu keluar tol terdekat.

Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas yang
memerlukan pengaturan khusus/situasional, Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen
dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu
lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat
pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat

sementara.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat bersama para
pemangku kepentingan wajib melakukan sosialisasi terkait
pengaturan operasional kendaraan angkutan barang kepada

para penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan barang.

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang dapat
dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan

pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.



KEDELAPAN : Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan larangan yang

dinyatakan dengan rambu, marka, dan Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas dikenakan sanksi sesuai Pasal 287 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perhubungan  Darat melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
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BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
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- Pembina Utama Muda (IV/c)

Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Sekretaris Kabinet;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
Menteri Dalam Negeri;

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menteri Perdagangan;

. Menteri Perindustrian;

. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

. Gubernur Jawa Barat;

. Gubernur DKI Jakarta;

. Gubernur Jawa Tengah,;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;

. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (KORLANTAS POLRI);
. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT);

. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);

. Ketua Umum DPP ORGANDA;

21,

Ketua Umum DPP APTRINDO.
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